DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPHN Departemen Kehakiman, Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI :
Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua, (Jakarta,
Departemen Kehakmian, 25-29 Juli 1994)

Friedman, LW, The Legal System; A Social Science Prespective, (New York:
Russell Sage Foundation, 1975)

Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departeman Pendidikan
Nasional yang Diterbitkan oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007

Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah PendekatanSosio-Religius. Cetakan
Pertama. (Jakarta: Storia Grafika, 2000)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI1, 2008)

Manan, Bagir, Sistem Peradilan Berwibawa, (Yogyakarta, FH Ull Press, 2005)

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:
Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007)

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty, Yogyakarta,
2009)

Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik,
Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya. (Citra Adtya Bakti : Bandung
2010)

Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Saleh, Ismail, Ceramah IImiah yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang 12 Desember 1994

Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta, Bina Aksara, 1987)

Sudirman, Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2007)

Sumaryono, E., Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum),
(Yogyakarta, Kanisius, 1995)

93

UPN " VETERAN' JAKARTA


OLAH-1
Typewritten text
93


94

Sutiyoso Bambang dan Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta, Ull Press, 2005)

Marzuki, Pieter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua Mei. (Jakarta:
Prenada Media Group, 2006)

Nawawi H.Hadari dan Hadari, Instrumen Penelitian, (Jakarta, Instrumen
Penelitian. 2000)

Jurnal/Makalah

Abdullah, Idrus, Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga
Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa), Jurnal Yustitia,
(Surakarta, FH UNS, 7 Mei-Agustus 2009)

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan
Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.
23 No. 1, Februari 2011, (Yogyakarta: FH UGM, 2011)

Goesniadhie Kusnu S, Perspektif Moral Penegakan Hu kum Yang Baik,
(Yogyakarta, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 17 No. 2, April 2010,
FH UII)

Indah C. Maya S, Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia,
(Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2007, FH
UMY)

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar
Disiplin Profesi Tahun 2003

Lotulung, Paulus E., Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum,
disampaikan pada Seminar Pengembangan Hukum Nasional, BPHN dan
Dep. Kehakiman dan HAM R, (Jakarta, Makalah, 2003)

Muhammad, Rusli, Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian
Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 25 No. 11,
April 2004, (Yogyakarta: FH Ull, 2004)

Pekuwali, Umbu Lily, Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepenting an
Masyarakat, (Bandung, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Ok tober 2008,
Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, 2008)

Priyanto, Anang, Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.
2 No. 2, Desember 2005, (Yogyakarta: Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi,
2005)

UPN " VETERAN' JAKARTA


OLAH-1
Typewritten text
94


95

Riyanto, R. Benny, Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di
Pengadilan Negeri”, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Mei-Agustus 2008,
(Surakarta: FH UNS, 2008)

Sudrajat, Tedi, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif
Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, (Purwokerto, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas
Jenderal Soedirman)

Sutiyoso, Bambang, Mencari Format ldeal Keadilan Putusan Dalam Peradilan,
Jurnal Hukum lus Quialustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, (Jakarta: FH
Ull, 2010).

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rekrutmen dan Karir di
Bidang Peradilan, Hasil Penelitian, (Yogyakarta, Komisi Hukum Nasional,
2003)

Tim Redaksi, Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka,
(Jakarta, Buletin Komisi Yudisial, 2008)

Wantu, Fence M, Antinomi Dalam Penegakan Hukum O leh Hakim”, Jurnal
Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, (Yogyakarta: FH UGM,
2007)

Wijayanta Tata dan Firmansyah, Heri, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-
Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri
Sleman, (Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari
2011, FH UGM, 2011)

Widjojanto, Bambang, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya
Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman pada Pelatihan HAM dan
Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta, Makalah, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jis. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

UPN " VETERAN' JAKARTA


OLAH-1
Typewritten text
95


96

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UPN " VETERAN' JAKARTA


OLAH-1
Typewritten text
96


